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  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGDOWO 
KABUPATEN KLATEN 

 

POHON KINERJA TAHUN 2021-2026 

 

VISI RPJMD  “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” 

   

MISI RPJMD  
MISI RPJMD 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti 

Korupsi 

   

TUJUAN RPJMD  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) 

   

SASARAN RPJMD  Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah 

 
 

 
 TUJUAN KECAMATAN KARANGDOWO  Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan  

   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan  

      

 
SASARAN KECAMATAN KARANGDOWO  

Meningkatnya kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan 
Kecamatan 

 

   Indikator : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)  

 
 

 

 
 Sasaran : Meningkatnya Persentase 

Pemenuhan Kebutuhan 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Sasaran : Meningkatnya Persentase 
masyarakat yang terfasilitasi 
pelayanan publik 
(PATEN) 

 Sasaran : Meningkatnya Persentase 
Lembaga Masyarakat Aktif 

 Sasaran :  Meningkatnya Persentase 
Penyelesaian Gangguan 
Ketentraman Dan Ketertiban 
Umum Di Wilayah Kecamatan 

 Sasaran : Meningkatnya 
Persentase Potensi 
Konflik Sosial Di 
Kecamatan Yang 
Tertangani 

 Sasaran : Meningkatnya Presentase Desa Yang 
Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran Dan Pelaporan Tepat 
Waktu 

Meningkatnya Presentase Desa Tertib 
Administrasi 

 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

 Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

 Program Pemberdayan 
Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

 Program Koordinasi Ketentraman 
Dan Ketertiban Umum 

 Program Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 

 Program Pembinaan Dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 Indikator : Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Indikator : Persentase masyarakat yang 
terfasilitasi pelayanan publik 
(PATEN) 

 Indikator : Persentase Lembaga 
Masyarakat Aktif 

 Indikator : Persentase Penyelesaian 
Gangguan Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum Di Wilayah 
Kecamatan 

 Indikator : Persentase Potensi 
Konflik Sosial Di 
Kecamatan Yang 
Tertangani 

 Indikator :  Presentase Desa Yang Menyelesaikan 
Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran Dan Pelaporan Tepat 
Waktu 

 Presentase Desa Tertib Administrasi 

 
 

 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan 
 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 
Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Persentase dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja yang 
tersusun 

 Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi 
Pelayanan Publik (PATEN) 

 Persentase Desa yang Terkoordinasi 
dalam Kegiatan Pemberdayaan 

 Persentase koordinasi ketentraman dan 
ketertiban umum yang dilakukan 

 Persentase koordinasi dan pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan 
nasional yang diselenggarakan 

 Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, 
Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan 
Pengawasan 

           

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      
Koordinasi Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah 

    

Persentase  pembayaran gaji, tunjangan ASN 
dan penyelesaian laporan keuangan tepat 
waktu 

     Persentase koodinasi penegakan perundang-
undangan yang dilakukan 

    

           

Administrasi Umum Perangkat Daerah           

Persentase pemenuhan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah tepat waktu 

          

           

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

          

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat 
waktu 

          

           

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

          

Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat 
waktu 

          

           

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

          

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 

          

 
 

 

 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daer 
 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Pengadaan Mebel  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya 
Pemeliharaan, Pajak  dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

 Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat 
daerah yang tersusun 

 Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan 
Tunjangannya 

 Jumlah  Komponen Instalasi Listrik / 
Penerangan Bangunan Kantor tersedia 

 Jumlah mebel yang diadakan  Jumlah Surat Terkirim  Jumlah  Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar 

 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran 

SKPD 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 Jumlah dokumen LKjIP tersusun  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / 
Triwulanan / Semesteran SKPD Tersusun 

 Jumlah peralatan dan perlengkapan 
kantor tersedia 

 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

diadakan 

 Jasa komunikasi, sumber daya air dan 
listrik yang terbayar 

 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
terehabilitasi/terpelihara 

 

     Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

 Pemeliharaan / Rehabilitasi  Sarana  dan  Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan 

 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 
Tersedia 

   Honor jasa pelayanan umum kantor 
terbayar 

 Jumlah Sarana  dan  Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara 

 

     Fasilitasi Kunjungan Tamu      Pemeliharaan / Rehabilitasi  Sarana  dan  Prasarana 
Pendukung  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

     Jumlah kunjungan Tamu Terfasilitasi  Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 Koordinasi Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

terehabilitasi/terpelihara 
 

 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 

 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

 Penyelenggaraan  Rapat  Koordinasi  dan  
Konsultasi SKPD 

      

 Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) 
Terfasilitasi di Kecamatan 

 Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

 Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

     Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 
sesuai Penugasan Kepala Daerah 

 

   Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

   Sinergitas dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat 

  

   Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan    Jumlah Kegiatan  Sinergitas di Kecamatan  Jumlah Koordinasi dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat 

  

 

   Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

      Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 
Sosialisasi,  Konsultasi)  Wawasan  Kebangsaan  dan 

Ketahanan Nasional 

           Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan  
(Bimtek, Sosialisasi,  Konsultasi)  Wawasan  
Kebangsaan  dan Ketahanan Nasional Terselenggara 

 

 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 
Peraturan Kepala Desa 

 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa 

 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

   Penanganan Konflik Sosial  sesuai Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 

 Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi 
Pemerintah Desa 

 Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa 

 Jumlah Desa yang Terfasilitasi 
Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umumnya 

   Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial  sesuai 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

 

 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pendayagunaan Aset Desa 

 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa  dan 
Perangkat Desa 

 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa 

 Fasilitasi  Kerja  Sama  Antardesa  dan  Kerja  
Sama Desa Dengan Pihak Ketiga 

    

 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 

 Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

 Jumlah Desa Terfasilitasi  Pelaksanaan  
Tugas  dan  Fungsi  Badan 
Permusyawaratan Desa 

 Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar 
Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak 

Ketiga Terfasilitasi 

    

 


